
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR ~ TAHUN 2024 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN AWKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang a. bahwa untulc melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan 

Mengingat 

Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu 
mengatur mengenai Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a di atas, ma.le.a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur; 

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , 
Tambahan J,embaran Negara Republik Indonesia Nom.or 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu·r, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentaug Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun· 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

·' ·• .. •, 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenta.ng Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagrumana telah diubah beberapa kalj terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 J 4 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tuhun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengnwasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran • 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia·Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 
9. J:>eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Telmis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Pt:raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tal1Un 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pemb~ntµkan Produk Hukum Daerah (Berlta Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Serita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

14. ~eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang 
Pemotongan, Penyetoran dan Pembnyaran Juran Jaminan Kesehatan 
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 
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l6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nornor 1 Tahun 2015 ten tang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa 
(Berita Negw-a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

17. Peraturan Mcnteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pcndampingan Desa 
(Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nom.01 160); , 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 ientang Pelatihan Masyarakat 
(Berita Negara Rcpublilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 787); 

19. Peraturnn Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

20. Keputusan Bersama Mcnteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tcrtinggal dan Transmigrasi 
dan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Badan 
Pe:rencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 
2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 
: Ol/SKB/M.PPN/12/2017 tcntang Penyelarasan dan Penguatan 
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa; 

21. Instruksi Mentcri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/ Jasa di Desa; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2023 Nomor 12) 

24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 'rahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan 
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 
33) sebagaima.na telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 
tentnng Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, 
Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2019 Nomor 63); 

25. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47); 
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26. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 
tenta.ng Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tcntang Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tent.ang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa Kepada Ca.mat (Serita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 
85); 

27. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tata Cera Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ulu Timur Tahun 2020 
Nomor 74); 

28. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2023 
tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa, Pagu Bagi Hasil iPajak 
dan Retlibusi, Pagu Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah, 
dan Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komerin.g Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 66); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, 
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 
SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Kabupatcn adalah Pemcrintah Kabupaten Ogan 

Kornering Ulu Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan. Komering Ulu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 

5 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya 
discbut Dir1as PMD adalah Dinas Pcmberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aiict Daerah, yang sclanjutnya 
disebut BPKAD adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 
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a. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian 
wilayah dari daerah Kabupaten Ogan Komering tnu Timur yang 
dipimpin oleh Ca.mat Kabupatcn Ogan Komering tnu Timur. 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangu.nan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Penghasilan Tetap atau Siltap adalah Pcnghasilan yang sah dan 
diterima secara teratur. 

12. Tunjangan adalah tunjangan yang sah dan diterima secara teratur 
oleh Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. 

13. Pemerintaban Desa adalah pcnyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam si:Jtem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu Perangkat Dcsa scbagai unsur penyclenggara , 
Pcmerintahan Desa; 

15. Badan Pcrmusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau 
yang disebut dcngan nama lain adalah lcmbaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Dcsa berda.sarkan keterwa.kilan wilayah dan ditetapkan 
secarn demokratis. 

16. Keuangan Dcsa adalah semua hak dan kcwajiban desa yang dapat 
dinilai den gan u ang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pclaksanaan hak dan kcwajiban desa. 

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, S(':}anjutnya disebut RKPDes adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kc Rekening Kas Desa 
(RKD). 

21. Pengeluaran Desa adalab uang yang kcluar dari Rekening Kas Desa 

(RKD). ,J. ~ 
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22. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak desa dan tidalc perlu dikembalikan oleh 

des"1.. 
23. Belanja Desa adalah semun pengeluaran yang mcrupalcan kewajiban 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima 

kembali oleh desa. 

24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 

anggaran bcrikutnya. 

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaralcan 
keseluruhnn pengelolaan keuangan desa. 

26. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanj1:tnya disingkat , 
PPKD, adalah Perangkat Desa yang melalcsanakan pengelolaan 
keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

27. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai 
koordinator PPKD. 

28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang 
mcnjalankan tugas PPKD. 

29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai pelaksana telmis yang menjalankan 
tugas PPKD. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalab Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Daerab yang dibahas dan di~tujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 

~dalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 

32. Rekening Kas Dcsa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat 
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar selumh 
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan dcngan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

33. Dana cadangan adalab dana yang disisihkan guna mendanai 
kcgiatan yang mcmcrlukan dana rclatif bcsar yang tidalc dapat 
dipcnuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
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:M , ,J11mln11n l<etiehnlnn ndnlnh Jnminon bempa pcrlindungon kesehatan 
ognr pettc110 rnemperoleh mo.nfnot pemellhnrunn kesehatan dan 
pdrllmh111,cr111 dnlnrn memcnuhl kebutuhon dnsor keseho.tan yang 
cllberllmn lccpRdl\ nctinp ornng ynng telnh membayn.r iuran jaminan , 
lce11ehntn11 ntnu hirtm Jomlnnn kesehntnnnyn dibayor ole.h 
Pen1crinlnh Put1ot lltou Pcmerintnh Kflbupnten. 

3!i. Pct1erl.n ndnloh l<epoln Deso dnn Peronglrnt Desa ya.ng telah 
memboynr luron jomlnon ket1ehntnn. 

36, luron Jomlnnn Kc~hnto.n yong aehutjutnyn discbut turnn adalah 
110jurn!Rh unng ynng dlbayorknn secnra teratur oleh peserta, pemberi 
kerjn, dnn/otnu Pemerintnh Pusnt ntau Pcmcrintnh Kabupaten 
untuk program jomlnnn kcschnton, 

37, Surp1UJ8 Anggornn Desa odaloh seUsih Jeblh nntara pendapatan desa 
dcngnn bclnnjn dean. 

38, Defislt Anggnrnn Dcsn ndnlah seUsih kurong antora pendapatan desa 
dcngan bclonja deso, 

39. Sien Lcbih Perhltungan Anggarnn yang selanjutnya disebut SILPA 

ndnloh selieih teblh renlisnsi penerimaru1 dan pengeluaran anggaran 
selnmn. 1 (so.tu) pcriode anggaran. 

40, Dokumen Pelnl<snnnan Anggnran yang selanjutnya disingkat DPA 
adnlnh dokumcn yang mcmuat rincian sctiap kegiaton anggaran 
yang discdio.kon, dan rencona penarikan dana untuk kegiatan yang 
aknn diJaksnnakan borclasarkan kegiatan yang telah ditetopkan 
dalam APBOcaa, 

41. Dokumcn Pclaksanaan Perubahan Anggaran yang sclanjutnya 
c:Uslngkat DPPA adalnh dokumcn yang mcmuat peNbahan rincian 
kcgiaton, anggnran yang clisccliakan dan rcncana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilnl<sanakan bcrdasarkan kegiatan yang 
tclnh d.itctnpkan dalrun Pcrubahan APBDcsa dan/atnu Perubahan 
Penjab&ran APBDcsa, 

42. Dokumen Pclaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumcn yang mcmuat kcgiatan, anggaran 
dan rcncana pcnarikan dana untuk kegiatan Janjutan yang 
anggarannya bcrasal dari SILPA tahun anggaran scbelumnya. 

43. Pcngadaan Barang/Jasa Desa yang sclanjutnya disebut dcngan 
pcngodaan barang/jasa adalah kcgiatan untuk memperoleh 
borang/jafla oleh Pcmcrintah Deso, balk clilakukan mclalui swakclola 
dan/atau penycdla barang/jasa, 

44. Rcncar1a Anggaran Kas Dcsa yang sclanjutnya discbut RAK Desa 
adalah dokumen yang mcmuat arus kaa masuk dan arus leas keluar 
yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening Kas untuk 
mcndanai pengeluaran-pcngeluaran bcrdasarkari DPA yang telah 
disahkan olch Kepala Desa. 

45. Rcncana P~nggunaan Dana yang sclanjutnya disingkat RPO adalah 
Dokumen yung memuat anggaran dan rcncana penarikan d.ana dari 
Rekening ICas Dcea untuk kcgiatan setiap Tahap, per-Sumber dana 
bcrdasark&n Rencana Anggaran Kas Desa. 



8 

46. Bukti Pcncrimnan Negf\rt\ ynng selnqjutnyn disingknt BPN adalnh 
dokumcn ynng diterbitknn olch Bnnk/Pos Persepsi atas transaksi 
pcnerimnan negam dcngnn ternnn Nomor Trnnsnks i Pcnerimnnn 
Negara (NTPN} bcrupn kombinasi huruf dnn angka scbanyak 
16 digit dan Nomor Trnnsn.ks i Bank (N1'B) ntnu Nomor Trnnsnksi Pos 
(NTP) sebagru snrana administrnsi lnin yang kedudukannya 
disamnkan dengan surnt setornn. 

47. Surat Pcnnintaan Pembaynrnn yang selanjutnyn disingkat SPP 
adalnh dokumen pengajuM untuk rnendnnni kegintan pengadaan 
barang dan jasa. 

48. Badan Kcrja sama Antar Desa yang sclaf\iutnya disingkat BKAD, 
adalah sebuah Lembaga yang dibcntuk atas dasar Kescpakatan 
Antar Desa di dalam satu wila.yah Kecamatan. 

Bagian Kedua 

Asas Pcngclolaan Keuangan Desa 

Pasal 2 

(1) Keuangan Desa dikclola bcrdasarkan asas transparan, akuntabel, 
partisiplltif serta. dilakukan dengan tertib dan d,siplin anggaran. 

(2) APBDesa merupakan dasar pengclolaan keuangan desa dalam masa 
1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggAl 31 Desember. 

(3) Maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari Jumlah Anggaran Belaf\ia 
Desa digunakan untuk mendanai : 

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

b. Tunjangan J abatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

c. Tunjangan BPD; dan 

d. Operasional BPD. 

(4) Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari Jumlah Anggaran Belanja 
Desa digunukan untuk mendanai 5 (lima) Bidang yang terdiri dari : 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk belanja 
Operacional Pemerintahan Desa dan insentif RT; 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c. Bidang Pcmbinaan Kcmasyarakatan Dcsa; 

d. Bidang Pembcrdayaan Masyarakat Desa; dan 

e. Bidang Penanggulangan benca~a, keadaan darurat, dan 

mendesak dcsa. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Dacrah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) 
kepada Desa dengan malcsud untuk mendukung pelaksanaan 
penyclenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

I 

ii 
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(2) Tujuan ctiberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : 

a . meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 
kemasyarakatan dan Pembcrdayaan masyarakat desa sesuai 
kewenangannya; 

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliar, pembangunan 
secara partisipasi sesuai dengan potcnsi desa; 

c. mcningkatkan pemcrataan pcmbangunan, kesejahtcraan, 
kesempatan berpam·st·p ... ...:, d k ....... an esempatan berusaha bagi 
masyarakat desa; 

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong 
masyarakat; dan 

c. mcningkatkan kemand.irian dcsa. 

(3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi ; 

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; 

b. ADD direncanakan, ctilaksanakan dan dievaluasl secara terbuka 
dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga 
kemasyarakata.n; 

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 

d. ADD cligunakan sccara hemat, terarah dan terkendali. • 

BABIB 
$UMBER DANA AWKASI DANA DESA 

Pasal 4 

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten dengan 
Perhitungan paling seclikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (OAK} 

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

BAB IV 

PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN AWKASI DANA DESA 

Pasal 5 

(1) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I.a dan l.b Peraturan Bupati ini, dengan rincian 
Pagu ADD sebesar Rp. 100.647.140.000,- (Seratus miliar enam ratus 
empat tujuhjuta seratus empat puluh ribu rupiah). 

(2) Pagu ADD sebagairoana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk 
Penghasilan Tetap, Tunjangan BPD, Peningkatan $umber Daya 
Manusia (SOM), Pengelolaan Perpu~akaan Milik Desa. Program 
BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Desa dan Penyelenggaraan 

Kewenangan Desa. 

t} 

, I 

I 

ii 
i 
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BABY 

PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA 

Paragraf 1 

Tahapan Penyaluran 

Pasal 6 

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa 
pemindahbukuan dari Rekerting Kas 
Rekening Kas Desa (RKD). 

(ADD) dilakukan melalui 
Umum Daerah (RKUD) ke 

(2) Penyalurnn Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap I dilaksanakan 
setelah Bupati melalui Camat telah menerima Dokumen Peraturan 
Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa secara lengkap, benar dan 
sah. Selanjutnya Camat menyampaikan Peraturan Desa mengenai • 
APBDes k.epada K.epala Ba.clan Pengelolaan keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dir.as Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam bentuk 
dokumen digital (PDF) 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana di.maksud pada 
ayat (1) paling cepat minggu kedua pada bulan berjalan dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

Paragraf2 

Persyaratan Pencairan .Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pasal 7 

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) untuk anggaran 1anjutan (OPAL; atau Tahap I (Triwulan I) 
kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan 
Checklist Kelengkapan Dokumen dari desa, baik Dokumen 
Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF), dan ditindaklanjuti 
dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, 
benar, dan sah), seJanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen 
permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen 
Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuan~an 
dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan 
beberapa Dokumen Hardcopy, di antaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
Akhir tahun sebelumnya (Triwulan IV) melalui Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (lb). 

d. Kcputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan 
lampiran: 

1. Ringkasan APBDesa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun berjalan 
melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (la, lb). 

II 
I 
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2. Reucana A11ggaran Biaya (RAB) kegiatan Alo!casi Dana Desa • 
(ADD) tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Kcuangan Desa 
dengan dilumpirkan Perhitun{;an RAB fisik (TOS) beserta RAB 
Gambar (RAB 2 - Kegiatan per sumber dana). 

e. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Reken.ing Kcgiatan 
dan Belanja pada Siskeudes untuk anggaran Triwulan J. 
(Lampiran VI). 

f. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Pcnggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Akhir Tahun (Triwulan IV) 

Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 
(Lampiran VII}. 

g. Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, bennaterai 
Rp. 10.000 (sepuluh ribu). fLampiran VIII}. 

h. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan N!TPN dan NTB/NTP Tahap akhir tahun sebelumnya 
(Triwulan IV). (wajib). 

i. Fotokopi bukti setC1r balik sisa dana Tahap akhir tahun 
sebelumnya (Triwulan IV) yang diterbitkan oleh Bank. (wajib jika 
ada). 

j. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir 
tahun sebelumnya (Triwulan IV) yang disampaikan kepada 
Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib). 

k. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa (Lampiran IX). 

1. Melampirkan daftar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangan BPD, Insentif RT dan MPD hagi Desa Persiapan., 
Triwulan I per bulan (Januari s.d. Maret) yang ditandatangani 
oleh Kepnla Desa beserta Softcopy (Lampiran X). (Dokumen) 

m. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berk.as dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

o. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen) 

p. Surat pennohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen) 

q. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa. dari Kecamatan 
untuk Pennohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). 

Pasal 8 

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap H (Triwulan II) kepada Bupati c.q. (lengkap'. benar d~ 
sah) berdasarkan Checklist Kelengkapan Dokumen dan desa, bruk 
Dokuxnen Hard.copy maupun Dc;kumen Digital (PDF), dan 
ditindaklanjuti dengart Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), oelanjutnya Camat 
menyampailcan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 

n~ 
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Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Cesa dalam bentuk Dokumen 
Digital (PDF) dan beberapa Dokumcn Hardcopy, diantaranya : 

a . Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Pennohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. La.poran Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
Sebelumnya (Triwulan I) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(lb). 
d . Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 

dan Belanja Pada Siskeudes untuk Tahap II (Triwulan II). 

fLampiran VI). 

e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya 
(Triwula.n I), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VIll. 

f. Surat Pemyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai Rp. 

10.000 (sepuluh ribu). fLampiran VIII l, 

g. Fotokopi bu.kti baynr pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebeltunnya. (wajib). 

h . Fotokopi bukti setor balik sisa dana Tahap sebelumnya (Triwulan 
I) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap 
sebelumnya (Triwulan I) yang disampaiken kepada Camat 
melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib). 

j . Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa (Lampiran IX). 

k. Melampirkan daftar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangan BPD, Insentif RT dan MPD bagi Desa Persiapan, 
Triwulan II per bulan (April s.d. Juni) yang ditandatangani oleh 
KepaJa Desa beserta Softcopy (Lampiran X). (Dokumen) 

1. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

m. Lembar Veri.fikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Pen:nohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Cam.at. (Dokumen) 

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar p.an sah). (Lampiran XI.b). 

Pasal 9 

Kepala Desa mengajukan pennohonan pencairan Alokasi Dana Desa 

b
{ADD) dTahapahm) b{Triwulan III) kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, ·, I 

enar an s erdasarkan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
desa, baik Dokumen Hard.copy maupun Dokumen Digital (PDF), 

it~ 
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dan ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat 
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 
Desa b~serta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen 
Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy, di antaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Permobonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD} dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. l..aporan Reaiisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
Sebelumnya (Triwulan D) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(lb). 

d. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 
dan Belanja pada Siskeudes untuk Tahap m (Triwulan ID). 
!Lampiran VI). 

e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya 
(Triwulan D), bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran 
vu1. 

t. Surat Pcmyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermaterai • 
Rp.10.000 (sepuluh ribu). £Lampiran VIII 1, 

g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (Triwulan Il). 
(wajib). 

h. Fotokopi bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya (Triwulan 
II) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap 
oebelumnya (Triwulan) yang disampaikan kcpada Camat melalui 
Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib). 

j . Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa (Lampiran IX). 

k. Melampirkan daftar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangan BPD, Insentif RT dan MPD bagi Desa Persiapan, 
Triwulan 11 per bulan ( Juli s .d. September) yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa beserta Softe:opy (Lampiran X). (Dokumen) 

I. Melampirkan fotokopi Surat keputusan Pengangkatao Perangkat 

Oesa. 
m . Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 

Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumeo) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen) 

p. Lembar Verifikasi dan Keleogkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifilcasi 
Kecamatan (lengkap, beoar dao sah). (Lampiran Xl.b). 
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Pasal 10 

KepnJa Desa mcngajukan pcrmohonan pencairan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tnhap IV (Triwulan IV) kcpada Bupati c.q. Camat (lengkap, 
bennr dan sah) bcrdasarkan Checklist Kelcngkapan Dokumen dari 
desa baik Dokumcn Hardcopy mnupun Dokumen Digital (PDF), dan 
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatun (lcngkap, benar, dan sah), selanjutnya Camat 
menyamp&kan arsip dokumen permoho11an pencairan dari Kepala 
Desa bcserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan • 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala 
Dinao Pemberde,yaan Masyarakat dari Desa dalam bentuk Dokumen 
Digital (PDF) dan bebcrapa Dokumen Hardcopy, di antaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

b. Pennohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 
Kepala Desa. (Lampiran V). (Dokumen) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 
sebelumnya (Triwulan ill) melalui Aplikasi Sistem Keuangan Des~ 
(lb). 

d. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kegiatan 
dan Belanja Pada Siskeudes untuk Tahap N (Triwulan IV). 
{Lampiran VI). 

e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya 
(Triwulan Ill), bennaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu).(Lampiran 
vu1. 

f. Surat Pemyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diterima, bermatcrai 
Rp.10.000 (sepuluh ribu). fLampiran VITI}. 

g. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan olch 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya (Triwulan III). 
(wajib). 

h . Fotokopi bukti setor balik sisa dana tahap sebelum.nya (Triwulan 
II1) diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

i. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap 
sebelumnya (Triwulan III) yang disampaikan kepada Camat 
melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib) . 

j . Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening yang ditandatangani 
olch Kepala Desa (Larnpiran IX). 

k. Melampirkan daftar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangnn BPD, lnsentif RT dan MPD bagi Desa Persiapan, 
Triwulan IV per bulan (Oktober s.d. Desember) yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa beserta Sojtcopy (Lampiran X) . 
(Dokumen) 

I. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat 
Desa. 

I 
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m. Lembar Veri.fikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran 
XI.a). 

n . Surat pengantar dari Camat. (Dokumcn) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. (Dokumen) 

p. L<.'IIlbar Verifikasi clan Kelcngkapan Berkas Desa dari Kecamatan 
untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran XI.b). 

Paragraf3 
Penca.iran Aloka~ Dana Desa 

Pasalll 
(1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kecamatan dibantu staf Kasi PMD Kecamatan (dalam hal ini 
Operator/Satgas Siskeudes Kecamatan), mengadakan penelitian 
berkas kelengkapan dokumen perm.ohonan sebagai berikut : 
a. Memeriksa secara rinci lampiran dokumen Permohonan 

pencairan dari desa; 

b. Dalam hal dokumen permohonan pencairan tidak memenuhi 
syarat, Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kecamatan, memerintahkan penerima Alokasi Dana Desa 
(ADD) untuk melengkapi clan/ atau memperbaiki dokumen 
pennohonan pencairan dimaksud; dan 

c. Setelah dokumen permohonan pencairan diteliti dan 
dinyatakan memcnubi syarat lengkap, benar dan sah pada 
dokumen Checklist Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa 
clan Checklist Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan 
Surat Pcrmohonan Pencairan C:ari Camat untuk desa tersebut 
yang masuk dalam arsip dokumen permohonan Pencairan dari 
Desa, ditujukan kepada Kepala Badan Kcuangan dan Aset 
Dacrah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat clan Desa untuk meminta Surat Pemohonan 
Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa, 
guna disampaikan ke_pada Bank Sumsel Babel sebagai 
pengantar dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan 
dari Kepala Desa dan Surat Permohonan Pencairan dari 
Cam.at. 

(2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan 
harus mengajukan giro per kegiatan berdasarkan 
Rencana Penggunaan Dana (RPO) yang cliajukan sesuai dengan alat 
pembayaran yang sah. ( 1 Giro untuk 1 Kcgiatan). 

(3) Penerima Alokasi Dana Dcsa. (ADD) bcrtanggung jawab penuh baik • 
formal maupun material atas pen~aan dana yang ditcrimanya, 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

' ' ' 
I I 
'I 

I 

, I 
: I 

' ,, 

Ii 
t :, 
I 

i 
I 
I 

'I 



16 

BAB VI 

PENGGUNMN ALOKASI DANA DESA 
Pasall2 

(1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai: 

a . Bidlitlg Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b . Bidang Pelaksanaan Pcmbangunan Desa. 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

e . Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa. 

(2) Klasifikasi bclanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 
(terlampir pada lampiran XII}. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dibagi dalam sub bidang sesuai 1engan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bcncana, keadaan darurat dan mendesak yang 
terjadi di Desa. 

Pasall3 

(1) Klasifikasi bclanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf a dibagi dalam Sub Bidang : 

a . Penyelenggaraan bclanja penghasilan tetap, tunjangan dan 
operasional pemerintahan desa; 

b. Sarana <lan prasarana pemerintahan Desa; 

c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan; 

d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, kcuangan dan pelaporan; 

dan 

e. Perta11ahan. 

(2) Klasiftkasi bclanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b dibagi dalam Sub Bidang ! 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c . Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Kawasan permukiman; 

e. Kehutanan dan lingkungan hidup; 

f. Perhubungan, komunikasi dan informatika; 

g. Energi dan sumber daya mineral; dan 

h . Pariwisata. 
(3) Klasifikasi bel~ia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf c dibagi dalam Sub Bidang : 

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 

b. kebudayaan dan keagamaan; 

c. kepemudaan dan olah raga; dafi 

d. kelembagaan masyarakat; 

If 
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(4) lOasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 12 ayat (1) 
huruf d clibagi dalam Sub Bidang : 

a . kclautan dan pcrikanan; 

b. pertanian dan peternakan; 

c. pcningkatan kapasitas aparatur Desa; 

d. pemberdayaan percmpuan, perlindungan anak dan kcluarga; 

c. koperasi, usaha mikro kccil dan menengah; 

f. dukungan penanaman modal; dan 

g. perdagangan dan perindustrian. 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
hurnf e clibagi dalam Sub Bidang : 

a penanggulangan bencana; 

b. keadaan darurat; dan 

c. keadaan mcndcsak. 

Pasal 14 
(1) Alokasi Dana Dcsa (ADDI sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 

ayat (1) digunakan untuk Bidang Penyclenggaran Pemcrintahan 
Dcsa pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja SILTAP, 
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa : 

a . Penghasilan Tetap Kcpala Desa dan Pcrangkat Desa dilakukan 
dengan Kctentuan yaitu ADD yang bcrjumlah sampai dengan 
Rp. 500.000.000,· (lima ratus juta rupiah) digunakan paling 
ba.nyak 60% (enam puluh persen). 

b. Penghasilan Tctap acbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clitetapkan sebagai berikut : 
1. Kcpala Desa sebesar Rp. 2.426.700,- (duajuta empat ratus 

dua puluh_cnam ribu tujuh ratus rupiah). 
2. Sekretaris Desa scbcsar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua 

ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). 
3 . Kasi Dcsa sebcsar Rp. 2 .022.200,- (duajuta dua puluh dua 

ribu dua ratus rupiah). 
4. Kaur Dcsa sebcsar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh 

dua ribu dua ratus rupiah). 
5. Kadus sebesar Rp. 2.022.200,· (dua juta dua puluh dua 

ribu du_a ratu~ rupiah). 
c . Tunjangan MPD (Khusus Desa Persiapan) ditetapkan Anggota 

MPD sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
d. Insentif RT (Khusus Desa Persiapan) clitetapkan sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 
e. Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut : 

1. Ketua sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu 
rupiah) 

2. Wakil Ketua sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
3. Sekretaris sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh 

ribu rupia.11) 
4. Anggota sebesar Rp. 400.000 (tiga ratus lima puluh ribu 

rupiah) 
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(2) Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan'· untuk membiayai 
kegiatan yang tidak tennasuk dalam penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. melalui Camat. 

(3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sebagaimana ayat (1) 

dan (2) hums berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan 
Desa (Musrenbangdes). 

(4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada , 
ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
mengenki APBDesa. 

(5) Daftru: Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran 
XIII Peraturan ini. 

PasallS 

(1) Pcmerintah Dcsa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari 
Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada pedoman teknis yang 
ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi 
Dana Desa (ADD). 

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di 
bidang pembangunan infrastruktur berasal dari wa:rga masyarakat 
Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi 
pembangunan infrastruktur, dan/atau Tenaga Pendamping 
Profesional. 

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku 
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

(4) Pengadaan Barang dan jasa melalui swakelola, dimana pelaksanaan 
swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri 
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan 
desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

(S) Khusus u.ntuk pekerjaan konstruksi : 
a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan 

pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau 
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; 

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis 
terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor); dan 

c. setiap lokasi pelaksanaan pekerjaan wajib memasang papan 

Proyek. 

Pasal 16 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana ADD. 
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana ADD. 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB VII 
PENOHASILAN TETAP DAN TUNJANOAN SERTA PENERIMAAN LAlNNYA 

YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANOKAT 
Bagi.an Kesatu 

Pengruokasinn Penghnsilnn Tetap KepaJa Desa dan Penmgkat Desa 

PasaJ 17 

(1) KepaJa Desa don Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, 
tunjongon don pcnghasilan lainnya. 

(2) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya 
Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), TNl dan POLRI maka tidak 
diberikan Penghasilan Tetap. 

(3) Penghosilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dianggarkan 
dalam APBDesa dan disalurkan melalui mekanisme transfer dari 

RKUDkeRKD. 

(4) Penyaluran dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke masing­

masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Pasal 18 

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan 
BPD diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhltung 
serta BPD bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang diangkat sampai 
dengan tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan tetap penuh 
pada bulan bersangkutan. 

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang diangkat setelah 
tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung 
mulai bu)an berikutnya. 

(4) Kepala Desa. dan Perangkat Desa serta BPD yang cuti dalam waktu 1 
(satu) bular1 atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan 
yang bersangkutan mengambil cuti. 

(5) Apabila jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kosong, 
diberhentikan sementara dan atau diberhentikan, maka penghasilan 
tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dialihkan untuk 
tambahan ADD bidang penyelenggaraan pemerintahan. 

(6) Penghasilar, tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang 
tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dananya akan , 
menjadi Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran (SJLPA) dan dianggarkan 
pada Pcrubahan APBDesa. 

Pasal19 
(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan 

BPD dlhentikan Jcarena yang bersangkutan : 
b. Habis masa jabatan; 
c. Meninggal dunia; atau 
d. Diberhentikan; 

- -----··· 
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(3) luran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada o.yat (1) dan 
ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan 
rindan sebagai berikut : 

a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pembcri kcrja datam hat ini 
Pemerintah Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur. 

b. I% (satu persen) dibayar oleh Peserta dalam hat ini penerima 
Gaji atau upah. 

BAB VIII 

KEKUASMN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Pcmegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 22 

( 1) Kepata Desa adatah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa datam 
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepata Desa selalcu PKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai tugas: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban APBDesa; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

f. menyetujui RAK Desa; dan 

g. menyetujui SPP. 

(3) Datam melaksanakan kekuasaan keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepata Desa mcnguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Peli.mpshan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan 
dengan Keputusan Kepata Desa. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal23 

PPKD sebagaimana dimaksud datam Pasat 22 ayat (3) terdiri atas : 

a. Sekretaris Desa; 

b. Kaur dan Kasi; dan 

c. Kaur Keuangan. 

Pnsal 24 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud datam Pasat 23 huruf a 
bertugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tuga~ ; 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

APBDesa; 

I I 
I 

' 'I 
'I 
1 1 
1 , 
1 , 
1, 
I I 
I: 
I 
I 

I 

I 
! 
•' I' 
I I 
il 
' ' '' I I 
I I 
I ' 
, I 
' : I; 
I I 
l I 

I I 
• 1 

1 I 

l 
' 



22 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan 
rancangao perubahan APBDesa; 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 
tentang APBDesa, perubahan APBOesa, dan pertanggungjawaban 
pclaksanaan APBOcsa. 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kcpala 
Oesa tcntang Penjabaran APBOesa dan Perubahan Pcnjabaran 
APBOcsa; 

e . mengoordinasikan tugas Perangkat Oesa lain yang meojalankan 
tugas PPKD; dan 

f. mengoorclinasikan penyusunan laporan kcuangan Dcsa dalam 
rangka pertangguogjawaban pelaksanaan APBOesa. 

(3) Sclain tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekrctaris Oesa 
mempunyai tugas : 

a. melakulcan verifikasi terhadap OPA, OPPA, dan OPAL; 

b. melak-ulr.an verifikasi terhadap RAK Oesa; dan 

c. melakukan verifikasi terhadap_ bukti penerimaan dan 
pengcluaran APBDesa. 

Pasal 25 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b . Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas l 

a. Kasi pemerintahan; 

b. Kasi kcscjahteraan; clan 

c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. melakukao tindakan yang mengalo'batkan pengeluaran atas 
bcban anggaran belanja scsuai bidang tugasnya; 

b. melaksanakan aoggarao kegiatan scsuai bidang tugasnya; 

c. mengendalikao kegiatan scsuai bidang tugasnya; 

d. menyusun DPA, OPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; 

e. menaodatangani perjanjian kerja sama dengan penycdia atas 
pengadaan barang/jasa unruk kcgiatan yang berada dalam 
bidang tlliasnya; 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 
untuk pertan.ggungjawaban pelaksanaan APB Oesa; 

g. mcnycrahkan bukti dukung adminillltra.si dan bcrtanggung jawab 
penuh atas kcbcnaran formal dan material atas dana kegiatan 
yang dikelola; dan 
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h . setelah kegiatan sclesai diJaksmlakan, pelaksana kegiatan 
menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita 
acara se:rah terima kegiat.an. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pciaksana kegiatan anggaran 
sebagaimana climaksud pada ayat (4) dilakukan bcrdasarkan bidang • 
tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

Pasal 26 

(1) Kaur <lsn Kasi daiam metaksaoakan tuga.s scbagaimana dimaksud 
da1am Pasal 25 ayat (4) dapat choantu oleh tim yang melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang lcarcna sifat dan jenisnya 

tidak dapat dilskukan scncliri. 

(2) Tim sebagairnana dirnakst1d pada ayat (1) bcrasaJ dari unsur 
Perangkat Desa, lembaga kema.syarakatan Dcsa dan/ a tau 
Masyarakat, yang tercliri atas : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; dan 

c. Anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(4) Pembentukao Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 
pada saat pcnyusunan RKP Desa. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui 
Keputusan Kepala Desa. 

Pasa127 

(1) Kaur Keuangao sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 huruf c 
melaksa.nakan fungsi kebcndaharaan. 

(2) Kaur Keuangao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan pcnatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausabakan dan 
roempcrtanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksaoakan fungsi kebendaharaan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa. 

(4) Kaur Keuangan wajib menatau:-.ahakan dan 
mempcrtanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 (satu) bulan dari 
pencairan/ penarikan uang di Bank. 
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BAB IX 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Asas Pengclolaan Kcuangan Dcsa 

Pasa128 

(1) Kcuangan Dcsa dikclola bcrdasarkan asas transparan, akuntabel, 
partisipati.f serta dilakukan dengan tcrtib dan disiplin anggaran. 

(2) APBDcsa mcrupakan dasar pengclolaan kcuangan Desa dalam masa 
1 (satu) tabun anggaran mulai tanggal l Januari sampai dengan 
tanggal 31 Dcsember. 

(3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuangan desa. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesa) 

Pasal 29 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka 
pelaksanaan kcwenangan Dcsa dilaksanakan melalui Rekening Kas 
Desa (RKD). 

(2) Rekening leas Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 
Pemerintah Deaa dengan Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan 
Kaur Keuangan. 

(3) Semua penerimaan dan pengcluaran Dcsa harus didukung oleh 
bukti yang lengkap dan sah. 

(4) Pengeluaran Desa yang mcngakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebclum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Pcraturan Dcsa. 

(5) Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintahan 
Desa 

(5) Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah 
dilaksanakan, berkewajiban mcngembalikan sisa dana terscbut 
kepada kaur keuangan, dan sclaajutnya Kaur Keuangan 
mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Dcsa maksimal 
1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank. 

Pasal 30 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan an~aran mengajukan SPP dalam 
sctiap pclakMnaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang 
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari 
yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

Pasal31 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 30 untuk kegiatan pengadaan 
barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 
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(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan 
dal~ waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima 
kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mcncatat pengeluaran anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan 
Buku Kas Umum. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan 
barang/jasa kcpada Sekrctaris Desa. 

(5) Sekrctaris Desa memeriksa kesesucian bukti tra.nsaksi pembayaran 
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan 
oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan nnggaran. 

(6) Dalam hal jumlah rcalisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa 
lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang kc kas Desa. 

Pasal 32 
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan 

melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa 

diterima. 
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan: 
a. Pemyataan tanggungjawab belanja; dan 
b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pa da ayat (1), 

Sekretaris Desa berkewaJiban untuk : 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan 

oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 
b . cenguji kebenaran perhitungan tagiban atas beban APBDesa 

yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji keteniediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d . menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 
(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan 

basil verifikasi yang dilalrukan oleh Sekl'etaris Desa. 
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan 

besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan 

dari Kepala Desa. 

Pasa133 

(1) Proses petaksanaan Keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai 

berikut: 
a. Peiaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk 

melala,anakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara 
lain Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa dan disabkan oleh Kepala Desa (Khusus RAB 
Fisik dilampirkan juga Perhitungan RAB fisik beserta RAB 

Gambar, clan Iain-lain). 
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b. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan 
pen_geluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja 
kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 

c. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Kegiatan 
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala 
Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa 
diterima dalam 1 kegiatan. 

d. Pengajuan SFP terdiri dari : 

1. Surat Permintaan Pembayaran; 

2. Pemyataan tanggung jawab belanja; dan 

3. Lampiran bukti Transaksi: 

a) Dokumcn Pengadaan Barang dan Jasa melalui 
Penyedia/lelang; 

b) Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa Berdasarkan 
Dokumen Penawaran Barang dan Jasa/Lelang (lampiran 
XIV); 

c) Nota Toko; 

d) Nota Desa (lampiran XV); 

e) Bcrita acara scrah terima barang (lampiran XVI); 

f) Kuitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui Kepala Desa 

(lampiran xvm: 
g) Daftar Tanda Terima Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa 

dan Lembaga Desa per bulan (lampiran XIX); dan 

h) Dokumentasi Foto Kegiatan. 

e. Dalam pengajuan pelaksanaat:1 pembayaran, Sekretaris Desa 
berkewajiban untuk : 
1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajuan oleh 

pelaksana kegiatan; 

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa 
yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana 
Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 
f. Berdasarkan SPP yang telah diverifi.kasi Sekretaris Desa, Kepala 

Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan Kaur Keuangan 
melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan berdasarkan 

Pencairan SPP. 
g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur 

Keuangan melakukan pencatatan Pengeluaran ke dalam Buku 
Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum. 

h. Tata cara Pengajuan SUrat Permintaan Pembayaran (SPP) 

terdapat pada (lampiran XX). 
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Pa.sal 34 

Kaur dan Y..ui pelak ke · . . ~ gtatan anggaran wajib menyampaikan • 
laporan air.hit ~•caJiaasi pelaksana.an kegia.tan dan anggaran kepada 
Kepala Detia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegia.tan selesai 

Pa.sal 35 

(1) Setiap pcngcluaran Ka.a Deaa yang menyebabkan beban atas 

Anggaran Bclanja Desa dikcnakan pajak 8C8Uai dengan ketcntuan 
Peraturan Perunda.."lg•Undangan mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai J>e:nmgkat Deea wajib memungut pajak 
melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

cmotonga:n pajak sehagaimana dimakStld pada ayat (2) meliputi (a,· P 
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja 
barang/jasa, dan belanja moc1al 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang 
dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang•Undaogan 
yang dibuktika:n dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 
(NTPN). 

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak ke 
da]am buku kas pembantu pajak. 

Pasal 36 

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digiwakao 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah diAAbkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 37 

(1) Pen.erimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan 

untuk: 
a. m.enutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan Iebih 

kecil dari pads. realisasi belanj a; cian 

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau Ianjutan. 

(2) SJLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pads. ayat (1) huruf a merupakan 
perbitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan 
d,an/atau penghematan belanja tahun sebelumnye. yang digunakan 
untuk membiayai kegiatan•kegiat.an yang telah ditetapkan dalam 

APBDesa tahun anggaran berkenaan. 
(3) SJLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai 

a:taU Ianjutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan perhitungan rill dari anggaran dan kegiatan yang harus 

diselesaiksn pada tahun anggaran. berikutnya. 
(4) Kaur dan/atau Kaai pelala,ana kegiatan anggaran mengajukan 

kembali rancangan OPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi OPAL 
untuk mendanai kegia.tan yang belum selesai atau lanjutan 
sebagaimana dimaksud pads. ayat (1) hurufb. 
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(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 
pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa 
kegiatan yang akan disahkan dalam OPAL. 

(7) OPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyclesaian kegiatan yang 
belum se!esai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. -

Bagian Ketiga 
Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pasal38 

( 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 
pelaksana fungsi kebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran 
dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum. 

(3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan 
secara tertib. 

(4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungja.wabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan kepada 
Kepala Desa paling lam.bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang 
terdiri dari : 

a. Buku Kas Umum. 
b. Buku Pembantu Kas Tunai 

c. Buku Pembantu Bank. 
d. Buku Kas Pembantu Pajak. 
e. Register SPP Pengeluaran. 

f. Register Kuitansi Pembayaran. 

Pasal 39 

(1) Setiap belanja desa atas beban Dana ADD harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materlil yang timbul 
dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuar1£,ran desa, tidak 
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(4) Pertanggungjawaban Kcuangan Dan'¼ ADD yang disimpan 
/diarsipkan di Desa berupa: 

a. Rekapitulasi realisasi bclanja kegiatan dan sumber dana; 

b. Kuitansi Pembayaran; 
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c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh 
persen) dan 100% (seratus persen); 

d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, daftar 
hndir, SK Tim Pcla.ksana, SPPD, Surat Tugas, Nola pembclian, 
tanda terima Honor Kegiatan/ sejenisnya, Dokumen Penawaran 
Barang/jasa. atau l..clang dan Surat Pesanan/Permintaan 
Barang/jasa; 

e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana 
Kegiatan, diverifikasi olch Sclaetaris Desa · dan disahkan olch 
Kcpala Desa, (khusus RAB Oambar ditandatangani oleh pcmbuat 
Gambar dan diperiksa dan disctajui olch Dinas/lnstansi terkait 
dan/atau Tenaga Profesional); 

f. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa; dan 

g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 40 

(1) Pengeluaran. atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Dcsa 
yang tclah _disctujui oleh Kcpala Desa. 

(2) Pengcluaran atas beban APBDesa untuk kcgiatan yang dilakukan 
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepacia Kaur cian 
Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang 
diajuka.n sctelah disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kcgiatan yang dilakukan 
melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan olch Kaur Keuangan 
lan~.ung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan 
oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disctajui oleh Kepala 
Desa .. 

(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan 
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala 
Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran 
dan kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani olch Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasal 41 

(1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Kcuangan 
kepada Sekretarls Dcsa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 

(2) Selaetaris Desa melakukan verifikasi, cvaluasi dan analisis atas 
laporan sebagaimana dimalcsud pada ayat (I). 
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(3) Sekrctaris Desa melaporkan basil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala 
Desa untuk disetujui. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 42 

(1) Kepala De:>a. menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
per triwulan dalam bentuk dokumen Hard.copy dan Softcopy (PDF), 
serta dokumen elektronik (sojtoop]/J Database Aplikasi Siskeudes 
kepada Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • 
Kecamatan (dalam hal ini satgas kecamatan) untuk digabungkan 
pada level Kecamatan paling lambat ·~ggal 10 bulan berikutnya, 
dan sclanjutnya dokumen elektronik (softcopy) database aplikasi 
siskeudes pada level Kecamatan disampaikan ke Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada siskeudes level 
Kabupatcn. 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester 
pertama kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat 
dalam bentuk Dokumen Hardoopy dan Softoopy Dokumen Digital 
{PDF), dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen 
dokumen digital (PDF) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

a. iaporan pe1aksanaan APBDesa; dan 

b. laporan realisasi kegiatan. 

(4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat minggu kedua bulan juli 
tahun berjalan. 

(5) Rujukan utama penyusunan laporan APB Desa adalah Buku Kas 
Umum (BKU), termasuk di dalamnya adalah buku kas pembantu. 

(6) Buku Bank/rekening koran bank dan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan/ atau laporan akhir pelak3anaan kegiatan 
disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk 
memperkuat data yang tertera dalam Buku Kas. 

(7) Buku ka.s yang menjadi rujukan penyuaunan laporan harus 
dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya 
dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan. 

(8) Data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua 
aktivitas pelaksanaan dru.i penjabaran APBDesa yang terdiri dari 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(9) Dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi 
kegiatan adalah : 

a. Buku Kas Umum (BKU); 

b. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, Panjar, serta Buku Kas 
Pembanlu Tunai; 
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c. Lapornn perkembangan kegiatan den anggaran dan/atau laporan 
akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKS dan sudah 
diverifikasi oleh Selaetaris Desa; 

d. Dokumen APBDesa dan Penjabaran APBDesa; dan 

e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

( 10) Sekn:taris Desa mengindentifikasi semua kegiatan yang 
teranggarkan dalam APBDesa, dan selanjutnya dengan 
menggunakan format laporan pelaksanaan APBDesa Semester I 
(ssitu), dan juga merupakan bagian darl laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi APBDesa (Lampiran XXVI). 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) bertanggung 
jawab penuh secara formil dan materil a.tas penggunaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); 

b. Surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima telah digunakan sesuai 
dengan rencana; 

c. Foto keadaan 100% (seratus persen) untuk kegiatan yang bersifat 
fisik; dan . 

d. Bukti-bukti pengelunran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b disampaikan kepada Bupati c.q. Camat dalam bentuk 
Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital {PDF)! dan 
selanjutnya Camat menyampaikan arsip Dokumen Digital (PDF) 
kepa.da Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan den dipergunakan oleh 
penerima Alokasi Dana Desa (ADD) selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 44 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
APBDesa kepada Bupati melalui Camat dalrun bentuk Dokumen 
Hard.copy dan Softoopy Dokumen Digital (PDF), setiap akhir tahun 
anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip Dokumen Digital 
(PDF) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupat(.,"11 Ogan Komering Ulu Timur disertakan berita acara • 
musyawarah BPD. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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(3) Peraturan Desa sebagaimana dimwud pada ayat (2) di8ertai 
dengan: 

a . Laporan Keuangan terdiri dari : 

1. Laporan realisasi APBDesa; dan 

2 . Catalan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

b. Laporan Rcalisasi Kegjatan; dan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 
yang masuk kc dcea. 

(4) Laporan pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari laporan pcnyelcnggaraan Pemerintahan Dcsa 
akh.ir tahun anggaran. 

Pasa145 

(1) Laporan sebagrumana climaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 
dlinformasikan kepada masyara.kat melalui Media lnformasi/ Banner 
lnfonnasi minimal 4 (em pat) BaMer diantaranya : 

a . Banner APBDesa Awai (Lampiran XXIIl.a); 

b. Banner APBDesa Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) 
(Lampiran XXIll.b); 

c. Banner Rcallaasi APBDeaa Semester Pertama (Lampiran XXJil.c); 
dan 

d . Banner Reallsasi APBDesa Semester Kcdun (Akhir tahun) 
(Lampiran XXlll.c). 

(2) lnformasi scbagaimana dimwud pada ayat ( 1) paling aedikit 
memuat: 

a . Laporan reallsaai APBDesa; 

b. Laporan rc:alisasi kcgiatan: 

c. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak tcrlaksana; 

d. Sisa anggaran: dan 

e. Alamat pcngaduan. 

BABX 
PEMBlNAAN DAN PENOAWASAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

PBl!l8146 

Pemcrintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 
Keuangan Alokasi Dana Cesa (ADD) yang terintegrasi dengan pcmbinaan 
dan pengawasan Pengelolaan Keuungan Desa. 

Bagio.n Kedua 

Pembinaan 

Paaal 47 

(1) Dalam rangka pembinaan Dana ADD di tingkat Oaerah dibentuk Tim 
Monitoring dengo.n Keputuaan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
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(2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dima.ksud pada ayat ( I) terdiri 
dari : 

a. Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan 
tentang Dana ADD. 

b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan 
Dana ADD; dan 

c. Memberikan laporan hasil pclaksanaan tugas kepada Bupati. 

(3) Dalam rangka pcmbinaan Dana ADD di tingkat Kecamatan dibentuk 
Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan Keputusan Camat. 

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretl\ri.s; clan 
C. Anggota. 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempunyai tugas sebagai beri.kut : 

a . Fasilitas i pcnyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Dcsa; 

b. Fasilita.si pcnyusunan Peraturan Kcpala Dcsa tentang 
Pcnjabnran APBDcsa; 

c. Fa&litasi pcnatausahaan Keuangan Dcsa; 

d. Melaksanakan sosialisasi sccara luas mcngenai kcbijakan, data 
dan infonnasi tentang Dana ADD; 

e. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana ADD setiap tahunnya; 

f. Mcngevaluasi APBDesa; 

g. Mengevaluasi Bcsaran Sub Belanja Desa; 

h . Memonitoring Pengelolaan Dana ADD di tingkat Dcsa; 

i. Melaporkan pclaksanaan Dana ADD; 

j . Membuka layanan kontak pcngaduan Masyarakat; 

k. Menindaklanjuti pcngaduan Masyarakat dan melaporkan kepada 
Bupati; 

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pcmerintahan Dcsa; 

m. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Asct 
Dcsa; 

n . Fasilitasi pcnerapan dan penegakan pcraturan perundang-
undangan; 

o. Fasilitasi pelaksanaan tuga.s Kcpala Dcsa dan Perangkat Desa; 

p . Fasilitasi PeJaksanaan P,.,,,iliban Kepala Dcsa; 

q. Fasilitasi pclaksanaan tugas dan fungsi BPD; 

r. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan Dcsa; 

s. Fasilitasi pene_tapan lokasi pembangunan .kawasan perdesaan; 

t. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

u . Fasilitru.i pclaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 

v. Fasilitasi penyusunan perencanaan pcmbangunan partisipatif; 
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w. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan 
pihak ketiga; 

X. 

y. 

z. 

Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang 
Desa serta pcnetapan dan penegasan batas Desa; 

Fasilitnai penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

Koordinnsi pendampingan Desa di wilayahnya; 

aa. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di • 
wilayahnya; 

bb. Fasilitasi pelaksanaan musyawarali penyusunan RKP Desa; 

cc. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Rancangan 
APBDesa; dan 

dd. Fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untulc 
pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan 
yang beresiko. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 48 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana ADD meliputi : 

a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan; 

b. Pengawasan dilakukan oleh Masyarakat dan BPD dalam rangka 
meningkatkan kinerja Pemerintah Desa transparansi; 

c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas 
Kepala Desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan 
Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan 
menyerahterimakan kegiatan dimaksud kepada Kepala Desa; 

d. Pembentukan Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat 
terd.iri dari : 

1. Perangkat Desa; 

.2. l3PD; 

3. Kecamatan; 

4. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan 

5. Tenaga Pendamping. 
e. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan 

Monitoring Kecamatan; dan 

f. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerab 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
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BABXI 
SANKSI 

Pasal 49 
(1) Bupati melalui Camat menunda penyaluron Dana ADD, dfllnm hnl 

Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional dnernh . 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada aynt (1) dlRnmpnllrnn oleh 
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hnl terdnpnl: poten11I 
atau telah terjadi penyimpangan penya)uran dan/alilu pengµ,unann 
Dana ADD. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlrwmpnllrnn 
kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Bodon Pengeloltinn 
Keuangan dan Aset Daerah (BP.KAO), Kepala DinoA Pemberdoyoan 
Masyarakat dan Desa sebelum batas waldu tahapan penyolnrnn 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasa150 

(1) Bupati melalui Camat dan selanjutnya Camat menyampolkan kepndn 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melnlul 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Detu1 dolam hnl 
terdapat usulan dari aparat pengawas fungR.ional daerah, 

(2) Bupati melalui Camat memberitahukan kepoda Kepnlfl Dean ynnR 

bersangkutan mengenai Dana ADD yang ditunda penyalurannyu 
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalnn dnn 
agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa 1'0.hun 
Anggamn berikutnya setelah mendapat pereetujuan usulon dnri 
Apparat Pengawasan Fungsional Daerah. 

(3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aeet Daernh 
(BPKAD) menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Deen (ADD) di 
RKUD sebagaimana climaksud pada ayat (1) dalam rancangiln APBD 
Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentunn Pernturnn 
Perundang-Undangan. 

BAB XII 
KERUGIAN KEUANGAN 

PasalSl 

(1) Kepala Desa., Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan, Kaur Ke~inngnn 
dan pihak ynng terkait langsung dengan pelaksanaan AloknRi Dann , 
Desa (ADD) yang karena perbuatannya melanggnr hulcum nt,llu 
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dnn tlocnrn 

langsung merugikan Keuangan Desa, wajib menggnnU 

kerugian tersebut dan menyetorbalikan kerugian Keuangnn DeRn ke 
Rekening Kas Desa (RKD). 

(2) Kerugian Keuangan Dana ADD sebagaimana dimaksud podt1 aynt (I) 
giselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturnn Perun,long­
Undangan. 
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(3) Dalam hal kerugian Keuangan Desa telah dilakukan pcmeriksaan 
oleh APIP, Kepala Desa/Penjabat Kepala Deoa yang ditetapkan/ 
ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan permohonan ADD tahap 
selanjutnya. 

(4) Laporan hasil pemeriksaan dari APIP menjadi Pengganti Laporan 
Realisasi Penggunaan ADD Tahap scbclumnya. 

(5) Kepala Desa/Penjabat Kepala Dcsa Melaporkan Realisasi 
Penggunaan Dana ADD Tahap sebelumnya dengan metampirkan 
Surat Keterangan Temuan APIP sebagai salah satu syarat Pengajuan 
Pencairan Dana ADD Tahap berikutnya. 

BAB.XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan 
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 53 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya daiam Serita Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

Diundangkan di Martapu.ra 
padatanggal 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

JU 

BERi A DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN 2024 NOMOR 


